Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 64/Pdt.G/2018/PA.Clg

Yod'dl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada
tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang
diajukan oleh :

XXXXXXX XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, pendidikan SLTA, agama lIslam,
pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di

XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

4 xxxxxxxx Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;
" MELAWAN
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, umur 31 tahun, pendidikan S.I,
s agama lIslam, pekerjaan pegawai swasta, tempat
tinggal di  XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX xxxxxxxkxxxx
Kota Cilegon, selanjutnya disebut Termohon;
N
Pengadilan Agama tersebut;
. Telah membaca dan mempelajari berkas perka(a;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;
DUDUK PERKARA
[ Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari
e 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor

64/Pdt.G/2018/PA.Clg, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap
‘ Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :
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1. Bahwa, pada tanggal 22 Oktober 2016, Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak Cilegon (Kutipan Akta Nikah
Nomor : 309/25/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016).

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai
keturunan; _

3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan
harmonis, namun sejak awal menikah sudah terjadi konflik mulai terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh sebelum menikah
Pemohon mempunyai harapan yang tinggi tentang Termohon, namun
setelah menikah Pemohon merasa bahwa Termohon tidak sesuai dengan
keinginan dan harapan Pemohon, meskipun Pemohon mencoba untuk
menerima namun tidak bisa membuat Pemohon merasa nyaman dan
bahagia dalam berumah tangga dengan Termohon sehingga keduanya tidak
bisa berkomunikasi selayaknya suami istri; °

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara
Pemohon dan Termohon perfengahan bulan Desember 2017;

5. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian

adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak

s

berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini.
Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan
Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,
- selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i

fom

terhadap Termohon (xxxxx xxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama
Cilegon;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan

sehelai salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat
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Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Pemohon
dan Termohon;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;
Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah
datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang

dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah

_ meskipun menurut relaas panggilan Nomor 64/Pdt.G/2018/PA.Clg tanggal 29

Januari 2018, dan tanggal 12 Februari 2018 yang diperiksa dan dibacakan di
muka persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut
hukum;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon maka perkara aquo tidak dapat
dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis
telah berusaha menasihati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon,
akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap

pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali

' bembacaan surat permohonan yang isinya terdapat tambahan keterangan

sebagaimana dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya tetap
dengan dalil perselisihan dan tuntutan perceraian dipertahankan oleh
Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka Termohon tidak dapat
didengar jawabannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan, Pemohon telah
mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
309/25/X/2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

- Pulomerak Kota Cilegon tanggal 24 Oktober. 2016, fotokopi mana telah di-

nazegellen serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dan tern'yata
fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis
diberi tanda P;
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Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan
dua orang saksi di persidangan yang bernama :
1. xxxxkxx xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,

- tempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX  XXXXXXXXX
Kabupaten Serang;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
kakak kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri namun
belum dikaruniai keturunan;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah
Pemohon daerah Griya Serdang;

3. Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, rumah tangga Pemohon
dan Termohon rukun dan harmonis, hanya sebulan atau 2 bulan saja
karena setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan kurang
menghargai Pemohon seperti saat Pemohon pulang kerja, Termohon
malah tidur tidak menunggu Pemohon tiba di rumah;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak
bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil;

4

XXX XXXXXXXX XXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,

tempat tinggal di XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
sahabat Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri namun
belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Griya

e

Serdang;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon terlaksana setelah

keduanya saling mengenal dalam waktu singkat;

Halaman 4 dari 11. Put. No.64/Pdt. G/20187PA. Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, di hari pertama setelah
menikah, Pemohon merasa kecewa dengan Termohon karena secara
fisik Termohon tidak sesuai dengan harapan Pemohon dan Termohon

- C tidak jujur mengenai keadaan dirinya, seperti wajah Termohon yang jauh

berbeda dengan tanpa make up, keadaan itulah yang membuat
Pemohon merasa dibohongi dan tertipu, yang akhirnya berdampak ke
psikologis Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal
sekurangnya sejak bulan November 2017 sampai dengan sekarang;

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil;
Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan

menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon putusan;

3
- Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk
. kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini; ‘
. :
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;
L Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon

telah datang menghadap secara in person di persidangan, sedangkan
Termohon tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya
untuk datang ke persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang
) kewenangan, meskipun menurut surat panggilan Nomor 64/Pdt.G/2017/PA.Clg
tanggal 29 Januari 2018, dan tanggal 12 Februari 2018 yang diperiksa dan
dibacakan di muka persidangah, Termohon telah dipanggil secara sah dan

ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat
dan saran kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan

Termohon sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon, maka perkara
aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi
dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan

. pembacaan permohonan Pemohon yang |smya pada pokoknya tetap

dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon
tidak rnemberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada
pokoknya Pemohon mohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap
Termohon dengan alasan dikarenakan sejak awal menikah sudah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sebelum menikah
Pemohon mempunyai harapan yang tinggi tentang Termohon, namun setelah
menikah Pemohon merasa bahwa Termohon tidak sesuai dengan keinginan

dan harapan Pemohon, meskipun Pemohon mencoba untuk menerima namun

" tidak bisa membuat Pemohon merasa nyaman dan bahagia dalam berumah

tangga dengan Termohon sehingga keduanya tidak bisa berkomunikasi
selayaknya suami istri. Akibatnyé sejak bulan Desember 2017 antara Pemohon
dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon
tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa
alasan yang sah dan menurut ketentuan Pasal 125 HIR yang merupakan aturan
yang bersifat generalis, bila terjadi keadaan seperti itu Majelis Hakim harus
memandang Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon atau

Termohon dianggap mengakui sepenuhnya seluruh dalil permohonan

* Pemohon, dengan konsekuensi Pemohon tidak.dibebani waijib bukti;

Menimbang, bahwa namun demikian ketentuan Pasal 125 HIR tersebut
sebagai /éx generalis menjadi tidak berlaku sehubungan adanya aturan khusus
yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama berupa Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jjo. Pasal 134 Kompilasi
Hukum Iélam yang merupakan lex specialis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan
putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari
keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan mengacu pada pasal-pasal
tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tetap dibebani kewajiban
untuk pembuktian dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon
telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi di persidangan,
karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap
alat-aiat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan
Akta Nikah Nomor 309/25/X/2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon tanggal 24 Oktober 2016, secara
prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut
telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga
relevan dengan dalil Pemohon, terbukti secara meyakinkan bahwa Pemohon
dan Termohon menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon oleh karena telah memenuhi
syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di
bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling
mendukung satu sama lain dan bersesuaian khususnya tentang fakta bahwa
antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran
hingga keduanya kini telah berpisah tempat tinggal sekurangnya sejak bulan
November 2017, sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan
dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan

dengan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi, Majelis Hakim telah

* menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :
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- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah namun belum
dikaruniai keturunan;

' - Bahwa sejak awal menikah, rumah tangga' Pemohon dan Termohon telah

terjadi, perselisihan dan pertengkaran yang sekurangnya disebabkan
Termohon tidak patuh kepada‘ Pemohon, kurang menghargai Pemohon, dan
Termohon tidak jujur mengenai keadaan fisik Termohon kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekurangnya
sejak bulan November 2017 sampai dengan sekarang;

- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil:

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya permohonan
Pemohon dikabulkan Majelis Hakim periu terlebih dahulu mengetengahkan
ketentuan hukum tentang cerai talak;

Menimbang, bahwa menurut hukum, seprang suami yang berkehendak
untuk menceraikan isterinya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Mehurut
penjelasén Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar
oleh suami untuk menceraikan isterinya salah satunya adalah apabila antara
suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga:;

Menimbang, bahwa incasu berdasarkan ketentuan tersebut,

_ dihubungkan dengan kenyataan bahwa terbukti antara Pemohon dan

Termohon telah terjadi perselisihan dan keduar{ya telah berpisah tempat tinggal
sekurangnya sejak bulan November 2017, maka selama berpisah tempat
tingga' tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi memenuhi hak dan
kewajibannya sebagai istri maupun sebagai suami, sementara upaya
mendamaikan dengan menasehati Pemohon telah dilakukan oleh kedua saksi,
namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya
menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil,
Pemohon telah beri'tizam untuk bercerai, rumah tangga antara Pemohon dan

Termohon telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga
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apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu menciptakan rumah tangga yang
harmonis, yang didalamnya ada ketentraman (sakinah), saling mencintai
(mawaddah) dan saling menyanyangi (warahmah), sebagaimana diamanatkan
oleh Al-Quran Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yaitu

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi: |

" P el 4l {8 B3N 450 (4
artinya : “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) talak, maka
sesungguh-nya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai telah terdapat alasan menurut
hukum bagi Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana maksud
penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar

. bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan

dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga. Dengan demikian, permchonan Pemohon dapat dikabulkan;
Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan permohonan
Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim
berkesimpulan berdasarkan Pasal 125 HIR jo. pasal 27 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Pemohon dapat
dikabulkan dengan verstek, dan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan
Agama Cilegon;
. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7. Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah
diubah dan ditambah dengan Uhdang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang
timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11. Put. No.64/Pdt.G/2018/PA.Clg.

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

" HAKIM ANGGOTA

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX)
untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXX XXXXXX
xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam permusyaratan Majelis Hakim pada hari
Rabu tanggal 21 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil
Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai
Ketua Majelis, Muhammad Igbal, S.H.I., M.A dan H. Shofa’'u Qolbi Djabir, Lc.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari
itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera

Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETYWA MAJELIS,
6000 #i UL g
e Wmunumn
Muhammad Igbal, S H.l., M.A. Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Cry

H. Shofd’u Qolbi Djabir, Lc.

PANITERA PENGGANTI

YulinahfTlusriati, S.H.
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. Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

: 2. ATK Persidangan Rp. 50.000,-
: 3. Parggilan Rp. 300.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-

5. Materai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 391.000,-

. (tiga ratus sembilan puluh satu ribu)
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